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ABSTRAK

Nama : Juni Damhudi
Nim : 02043100107

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti
pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.
Dalam rangka menjalankan pembangunan tersebut pemerintah juga perlu melakukan
kerjasama dengan penyedia barang/jasa. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan
yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu
Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Namun dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti
dalam peraturan tersebut, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui cara
untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini
memberikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan aksi kejahatannya yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk juga
merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pelaku kejahatan tersebut
memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan berbagai bentuk penipuan yang

dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan Negara.

Kata Kunci : Pengadaan barang/jasa, Kejahatan, Tindak pidana
penipuan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum,
yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi:

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsiaat), tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (Machtstaate)”. Dan “Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Hal ini
sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat
(3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu, dipertegas
pula dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Dimana
ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di
dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk
mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk

mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan tersebut dalam



penjelasan Undang-Undang dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-
batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara Indonesia.'

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari
upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa
pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan
yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses
pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana,
terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa
masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan
upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan soial dan
budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.’

F.X. Djumialdji mengemukakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan
tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan
secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.? Dalam rangka menjalankan

pembangunan tersebut pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan penyedia

! Natangsa Subakti, Filsafat Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2005, hal. 129

? Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sina Grafika, 2000, hal. 1

* F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal: 1



barang/jasa. Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.4

Kerjasama antar pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyedia
barang/jasa dilakukan secara transparan, artinya semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata
cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka
bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada
umumnya.’

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam
kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu keputusan Presiden No. 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah
mengalami enam kali perubahan yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004, Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Tentang
Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

* Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
% Ibid, him. 93



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005, Tentang
Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan
Ke Empat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

S. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 2006, Tentang
Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006, Tentang
Perubahan Ke Enam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.
Selain itu juga wajib memaksimalkan pengguna penyedia barang/jasa nasional serta
memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk
koperasi kecil serta kelompok masyarakat.®

Selain itu menurut UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal yang

¢ Lampiran Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003



sama juga diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa
kegiatan pengadaan barang wajib diterapkan berdasarkan prisnsip adil/tidak
diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak
tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam Keputusan
Presiden No. 80 Tahun 2003, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui
cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
Hal ini tentu memberikan peluang bagi pelaku penipuan untuk melaksanakan aksi
kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak dan tentunya bagi keuangan negara.
Berdasarkan data dari Indonesian Procurement Watch (IPW) sampai saat ini
pelanggaran dan kasus hukum akibat pengadaan barang dan jasa sangat besar, hampir
60% dari seluruh total belanja pemerintah sampai saat ini terindikasi terjadi
kebocoran dan inefisiensi.’

Tindak pidana penipuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat

dikategorikan sebagai suatu “kejahatan bisnis”. Pengertian mengenai istilah

“kejahatan bisnis”® ini mengandung makna filosofis, yuridis, dan sosiologis yang

patut untuk dicermati. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna

bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas

Z http://bpkp.go.id/index.php?idpage=3171&idunit=1, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010

& Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 33-38


http://bpkp.go.id/index.php7idpage-317

bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga dapat merugikan kepentingan
masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang
padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat
luas termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa,
kalangan pebisnis sudah kuraﬁg atau tidak menghargai lagi kejujuran dalam kegiatan
bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika berbisnis yang sehat
dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal
yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Secara yuridis, pengertian istilah kejahatan bisnis menunjukkan bahwa
terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata,
dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua
tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga
bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian
di antara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka, sedangkan aspek
hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat
luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan
sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku
agar dapat dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuan
yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan antara
kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak

dicapai adalah membuat jera salah satu pibak yaitu pihak yang telah meninbulkan




kerugian atau kerusakan. Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian
istilah tersebut di atas ialah, bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat w/timatum
remedium atau the last resort untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna
menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi primum remedium atau the prime
resort untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan
dalam aktivitas bisnis.

Secara sosiologis, pengertian istilah kejahatan bisnis telah menunjukkan
keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi
lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi “keramahan” atau
seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya diantara para pelaku bisnis.
Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan yang
bersifat kompetitif. Pengertian istilah kejahatan bisnis sesungguhnya merupakan hasil
kepanikan para pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh
dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran
dalam memperoleh keuntungan. Semakin kompleks karakteristik pasar maka semakin
kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapinya. Secara sosiologis, pengertian
istilah tersebut di atas menunjukkan pula tuntutan dari para pelaku bisnis beritikad
baik untuk mencegah dan mengatasi keadaan bisnis yang tercela untuk memulihkan
kenyamanan dalam melakukan kegiatannya.

Tindak pidana penipuan dalam pengadaan barang dan jasa ini tentu sangat
meresahkan bagi kelangsungan pembangunan di negara kita. Karena dengan

maraknya kasus penipuan yang dilakukan dengan berbagai macam modus kejahatan




dapat menimbulkan adanya estimasi buruk dari badan usaha kecil terhadap kegiatan
pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan kurang
berminatnya badan usaha kecil untuk turut serta dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa. Padahal peran serta dari seluruh lapisan masyarakat terutama badan
usaha kecil sangat penting bagi pembanguna nasional yang bertujuan untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus
Husein’, yaitu kerugian negara yang terkait dengan beberapa transaksi yaitu,
transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang dan transaksi
yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian
negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan
keuangan negara, yaitu :

1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena
jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar
selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sebenarnya.

2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi
barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah,

tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga

merugikan keuangan negara.
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3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar,
sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban
negara untuk membayar hutang semakin besar.

4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan
keuangan negara.

5. Kerugian negara dapat terjadi kalau asset negara berkurang karena dijual
dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar
dengan pihak swasta atau perorangan.

6. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau
perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pemborosan maupun dengan cara
lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan
perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.

7. Yaitu hasil dari penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari
penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan
tersebut.

Berbicara mengenai kerugian negara erat kaitannya dengan tindak pidana
korupsi. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum menjelaskan yang dimaksud
corruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan
negara. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang

kehidupan baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Adapun
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sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah
korupsi.'”

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis
kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi
ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan
kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman negara-negara
. maju memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat
pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi."!

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, dimana banyaknya kerugian yang
dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik itu pihak penyedia barang dan jasa,
masyarakat luas maupun juga bagi keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak
penipuan dibidang barang dan jasa, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih
lengkap dan jelas tentang tindak pidana penipuan yang sering terjadi dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengetahui lebih jauh mengenai
permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Pidana sehingga dipilih judul:
“TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Tentang Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa)”

10 gy Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 23

11 . o e
Andi Hamzah, perbandingan Korupsi Diberbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan
masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus
persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana peraturan hukum pidana mengatur tentang tindak pidana
penipuan di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa?
2. Apakah tindak pidana penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun yang ingin dicapai oleh penulis adalah:
1. Untuk lebih memahami peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai
tindak pidaha penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui apakah tindak pidana penipuan di bidang pengadaan
barang dan jasa dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan
manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



12

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta
dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian
dan penelitian lebih lanjut.

b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang
sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai wahana untuk mengemb;angkan wacana dan pemikiran bagi
penulis.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait ataupun bagi
masyarakat umum dalam memahami bentuk-bentuk penipuan yang sering
terjadi di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat
mengantisipasi kejahatan yang mungkin dapat terjadi pada pembaca. Serta
untuk memberikan pengetahuan mengenai upaya hukum yang dapat
dilakukan apabila menjadi korban penipuan dalam kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

D. Metode Penelitian
Untuk membahas permasalahan yang akan dikemukakan penulis di atas,
maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai beikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan
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menggunakan sifat hukum yang normatif,'? karena dalam penelitian ini hukum
dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat
yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas
pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang
diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskiptif dengan
menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dan menganalisa permasalahan,I3
Seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.
2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan, terdiri dari bahan-bahan hukum yang
berupa:

1. Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang meliputi
KUHP, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Baang/jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurisprudensi
(keputusan pengadilan).

2. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku literature, laporan, teori-

teori, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

* Haliman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi llmu Hukum, Bandung: Mandar
Maju, 1995, hal.60-63

13 3
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 9
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3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang
bahan hukum pimer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan
ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca,
memperlajari, mengkaji dan menganalisi isi serta membuat catatan dari buku
literature, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dedukasi
dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan
inventarisasi hukum positif beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu
menafsirkan norma tersebut, kemudian mengungkapkan fakta-fakta yang telah
diolah dan relevan dengan masalah yang dikaji. Tahap terakhir menarik konklusi
dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta atau data yang telah diolah
dengan hukum positif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui, bagaimanakah

hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti.
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